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Wali hakim merupakan wali nikah yang ditunjuk oleh pemerintah untuk 
menggantikan wali nasab jika pihak mempelai wanita sudah sama sekali tidak 
memiliki wali nasab dari pihak keluarga, adapun peralihan wali nasab kepada wali 
hakim di KUA Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang sebagaimana yang 
terjadi pada 4 pasangan pengantin yang sebenarnya masih memiliki wali nasab akan 
tetapi pernikahan dialihkan kepada wali hakim. Penelitian ini dilakukan dengan 
tujuan untuk mengetahui latar belakang peralihan wali nasab kepada wali hakim di 
KUA Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang, selanjutnya untuk 
mengetahui proses peralihan wali nasab kepada wali hakim di KUA Kecamatan 
Cimanggung Kabupaten Sumedang, dan untuk mengetahui tinjauan hukum islam 
terhadap peralihan wali nasab kepada wali hakim di KUA Kecamatan Cimanggung 
Kabupaten Sumedang.  

Penelitian ini bertolak dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 
1987 pada Pasal 2 ayat (1) tentang wali hakim menyebutkan sebab-sebab 
perpindahan dari wali nasab kepada wali hakim, Kompilasi Hukum Islam di 
Indonesia (KHI) Pasal 19-23 mengatur urutan perwalian dalam pernikahan.  

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode Deskriftip Analitis, 
yaitu metode yang bertujuan untuk mendeskripsikan masalah sebagaimana adanya. 
Yaitu dengan menjelaskan peralihan wali nasab kepada wali hakim yang terjadi di 
KUA Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang yaitu dengan melakukan 
wawancara dengan responden, kemudian dilakukan analisis data yang berkaitan 
dengan objek penelitian.   
       Hasil penelitian menunjukan bahwa, pertama peralihan wali nasab kepada wali 
hakim dalam pernikahan yang terjadi di KUA Kecamatan Cimanggung Kabupaten 
Sumedang belum sepenuhnya sesuai hukum-hukum yang telah ditetapkan. Kedua, 
Proses peralihan wali nasab kepada wali hakim di KUA Kecamatan Cimanggung 
belum sepenuhnya sesuai Peraturan Menteri Agama Nomor 30 pada Pasal 2 Tahun 
2005 tentang penetapan wali hakim. Ketiga, menurut jumhur ulama baik menurut 
salaf maupun khalaf, diantaranya tiga Imam Madzhab, Imam Malik, Imam SyafiI, 
dan Imam Ahmad bin Hanbal, pernikahan tanpa wali maka pernikahannya tidak 
sah. Pendapat kedua, yaitu pendapatnya Abu Hanifah, Zufar, Asy-Sya’bi dan Imam 
Az-Zhuri berpendapat bahwa wali bukanlah termasuk syarat sahnya pernikahan.  
  

  

  

  

  


